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TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGLEREP

TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGLEREP

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglerep Tahun Anggaran 2013
dengan Peraturan Desa.

¥,

=

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4587),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4593),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 53 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupalen Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dergan Peraturan Daerah Kabupaten



Memperhatikan

Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupalen Lamongan Nomor & Tahun 2006 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 11/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 lentang
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor 16);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupali Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 lentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor 58);

17. Peraturan Desa Kedunglerep Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraluran Desa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DESA KEDUNGLEREP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KEDUNGLEREP TAHUN ANGGARAN 2013,
Pasal 1
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglerep Tahun Anggaran

2013 sejumiah Rp. 269.770.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tufuh
ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam
Fasal 1 terdiri dari ;

& Pendapatan Rp. 270.870.000-
b. Belanja

1) Langsung Rp. 63.420.000 -

2) Tidak Langsung Rp. 20.350.00C-
¢. Pembiayaan

1) Penerimaan Rp. 270.870.000,-

2) Pengeluatan Rp. 272,970,000 -


http://63.420.00C,-
http://20.350.OOC.'

Pasal 3
Uraian dar Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Kedunglerep
Pada . 115 Pebruari 2013
Fal w, - .‘;“




Lampiran : Rancangan Peraturan Desa Kedunglerep,
Kec. Modo Kabupaten Lamongan

Nomor 01 Tahun 2013
Tanggal : 15 Pebruari 2013
Tentang © RAPBDes Kedunglerep

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA KEDUNGLEREP KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN 2013
KODE TAHUN | TAHUN
REKENIN URAIAN SEBELUMNYA| BERJALAN | KET,
G = {Rp.) (Rp.)
1 F] ] 4 5
1 __|PENDAPATAN
__1.1|Pendapatan Asli Desa = ke T T

1.1.1 Hasil Usaha Desa N _ ol | 2,400,000
1.1.1.1 _|Bumdes Air Bersih e 600,000 | 2,400,000
1112 |Hasil UsahaKoperasiDesa
1.1.1.3_ |Hasil Usaha PKK ]l = E e} fi
14.2  |Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa e = i
1121 |TanahKasDesa e 81,600,000) 85,300,000
1.1.2.1.1 |Sewa Bengkok Kades e 28,500,000 28,500,000 g
11212 s«ma_Bangkuk Perangkat Desa . 43,600,000 44,800,000
1.1.2.1.3 |Sewa Eks Bengkok Sekdes F‘NS 9,50[].000 10,000,000 =S

1.2.14 |Sewa Tanah Desa lainnya e N P ____=} 2,000,000 { 3
1.1.2.2 |Pasar Desa N B - I i N
1123 |Passrtiowen - P =
1.1.24 | Perahu milik Desa . -1 =
1128 [Sewa E!angunan mIIl_I_t_Dgua . . = -
1126 |Tempat Pelelangan lkan milik Desa - (R y
1.1.27  |Lain-lain Kekayaan milik Desa N o -1 4
1.1.2.8 s peea - ? . TS £
11.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi o 10,000,000 | 3,500,000 |
1131 |Swadaya penunjang ADD dan Bansun 4,500,000 | 3,500,000 |
1 1.32___$wadayaPemhangumandDm Tl ) )t
1.1.33  |Swadaya penunjang Poros Desa SE——— S 4,000,000- o
1.1.3.4
1.1.35 |Swadaya penunjang BKD i o  — ]
114  |Hasil GotongRoyong — = 3 00|
1 .41 Gutong royong dinilai dengan ua _E - = 600,000 1,500,000
Iﬁﬁ _ |Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 2,150,000 | 26800000 =
1.1.5.1 Leges surat menyurat i = 550,000 | 550,000 |
1.1.5.2 Leges jual beli Tanah =T 1,200,000 1600000 f
1153  |Leges NTCR .. | 400,000 450,000 |
1.1.54  |Sewa Handtraktor el S s - o
1155 [Hasil Infaq dan shodakoh A - #l
| 1.2|Bagi Hasil Pajak : o - - - o o
121  |Bagi Haslil Pajak Kabupaten - 1,620,000 | _ 1,620,000 |
1221 |BagiHasi PBB Y- . 1,620,000 |  1620000|
| 1.3|Bagi Hasil Retribusi - 4 ]
131 Retribusi tempat wisata . i S T .. —
1.3.2 Retribusi pasar desa - ' -




1 2 3 4 5
i “1.4|Bagian Dana Perimbangan Keuangan [ . s i %t
| |PusatdanDaerah =000 | 58,000,000 58000000 |
141 _ADD | 41500000 41500000
142 _BANSLIN S S B e R kR =
143 _[Bansun Baju | ssoom0| s500000]
| |BansunTerban | 5500000] §500000] @ |
ey el Banﬂm Reﬂﬂuh | 5500000, 5500000| @
il 1.5-Banman Kaygnqan Penurhmlh Pro-plnti s __—_ _—_ _—_ _: T_ _.
S Hahupatanﬂ{nta dan dul lainnya | I | U | Sua
1.51  |Bantuan Keuangan Fmrlntlh 0 Sy P TEeetaTanT | el
A7 S R A P R 0 | S ) I -
15.2  |Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi | .| .
1521 _ |Pembangunan Pasar Desa (BKD) RT0N) i OSSO O]
1523 _|Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD) TR e ey Sy
163 |Bantan Keuangan Pemerintah | | |
B _Kuhgggtenﬂ{ﬁtn | b8&800,000 e
1531 [TPAPD Kades | Tes00,000| 10,800,000
1.5.3.2  |TPAPD Perangkat Desa L | _44400000| 51,000000|
1533 |TPBPD - 2,800,000 assuuou ==
1.5.34  |Bantuan Fembangunan Kanturf‘ﬂalal Deaa SR T-—— el e
1535 |Bantuan Puma BhaktiKepalaDesa | - 5,000,000 o
1533 Kompensasi Sekdes non PNS = N i - -
15.3.7  |Asuransi Kepala Desa D 1.000,000 1,000000 |
1.5.3.8  |Bantuan Program E-KTP WF 1000000 -
1538 |Insentf Ketua RT . T2s00000|
1.5.3.10 |Bantuan Pemiihan Kepala Desa 1 - 8500000
153‘11 Eantuan F‘urna Bhakti BPD [ = T | 3500000
1.54  |Bantuan Kaulngan Desa lainnya: zunu 000 ____M__ “ j
1541 [Tunjangan kirerja Sekdes PNS 2,000,000 2,000,000
R e S
161 |Hibahdaripemerintah — | | o
1R SR N DI S § 4
162 [Hibah dari pemerintah propinsi N e N
16.21 __[Bantuan Keuangan Desa (BKD) et PSSR S e
1.6.3  |Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota | 40,000,000 | gL
1.6.3.1 |Pembangunan Jalan Poros mmamu =0 -
1.64  [Hibah dari badan/organisasi/swasta T, 13
tear | —
165 |Hinah dar kelompok masyarakat perorsngan_| | |
e i e e L
| 1.7|SumbanganPihakKetiga | | 30000000 |
s fr gy S Sumbangan untuk Pemilihan Kepala Desa 30,000,000 |
JUMLAH PENDAPATAN
(1.1+1,241,3+1.4+1,5+1 6+1.7) MOATHN00 | 2080000



http://so.ooo.ooa
file:///aT/iJt
http://io.aoo.ooo

1 2 3 4 5
2 BELANJA e ; _ — i
2.1|Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2 1.3) 113,480,000 | 63,420,000
2.1.1 Belanja Pegawai/Honorarium 4,230,000 | 5930000 |
2.1.1.1  |Honorarium Petugas pemunggut PBB 1,620,000 1,620,000 ]
2.1.1.2 _ |Honoraium Petugas Linmas Desa 500,000 |- L
2.1.1.3  |Honorarium Pengurus RT/RW . 1,000,000 3,500,000 -
2.1.1.4 __ |Honorarium Kader Gizi ol 360,000 360,000 )
12.1.1.5  |Honorarium Pengurus LPM . 750,000 450,000
212  |Belanja Barang/dasa i | 109,250,000 | - I
21.21 |Belanja Perjalanan Dinas 2,310,000 wﬂ —
2.1.21.1 |Perjalanan Dinas Kepala Desa 450,000 860,0000
2.1.2.1.2 |Perjalanan Dinas Perangkat Desa 1680,000) 2,620,000 _
2.1.2.1.3 |Perjalanan Dinas LPM - 80,000 80,000(
2.1.2.1.4 (Perjalanan Dinas Kader Gizi | 100000 3es0000]
2122 |Belanja Bahan/Material - 106,340,000 30,000
21.22.1 |Belanja ATK - | 40,000 | 1,560,000
21222 |Belanja Peralatan Kantor s 300,000 500,000
2.1.22.3 [Pemeliharaan Kantor/Balai Desa 250,000 -
2.1.2.2.4 |Pembayaran Rekening Listrik 540,000 | 540,000 |
2.1.2.2.5 |Pembayaran Rekening Telpon S8 - I [
21.2.2.6 |Pembayaran Rekening Air - -
2.1.2.2.7 |Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua) 660,000 | 780,000
2.1.2.2.8 |Belanja Bahan / Material ADD == 32,050,000 | 32250000
21229 |Belanja Bahan /material Bansun 19,500,000 | 18,300,000 |
2.1.2.2.10 [Belanja Material Jalan poros Desa 44,000,000 | 53,830,000
2.1.2.2.11 [Belanja Material Kantor/Balai Desa | 7500,000
2.1.2.2.12 |Belanja Pembangunan Pasar Desa - .
2.1.2.2.13 |Biaya Pensertifixatan Tanah Kas Desa ) .. .
2.1.2.2 15 |Blaya pelaksanaan E-KTP 1,000,000 - i
213  |Belanja Modal i W [
2131 |Belanja Modal Tanah =5 j, e - I —
2132 |Belanja Modal Jaringan listrik - % B
2.1.33 |Belanja Modal Komputer e s
2.1.34  |Belanja Modal Alat Fogging - T |
2.1.35 |Belanja Modal Pemotong rumput = | . - RO |
2136 _|Bullnjl Modal Meubellair A (Rl - ]
Belanja Tidak Lmnnu
i’ (2.2 T?z 224223422 22%‘2 25 . 1“1““ I _W'SH‘DT
221 _ |Belanja Pegawailpenghasilan Kades | 39,100,000 | 42,300,000 |
2211 | Hasil Sewa Bengkok Kades 28,500,000 | 28500000
2@1.1.1 [TPAPD Kades | 9800000 10,800,000
221.1.2 |Asuransi Kepala Desa 1,000,000 | 1 uguuou g~
2212 |Belanja ilan Sekdes 3,800,000 | | —
22124 | Tunjangan Kinerja Sekdes PNS N 3,800,000 | 2000000
22122 | Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS [ B [
2.2.1.2.3 | TPAPD Sekdes non PNS R R = =
22,13 |Bolanja Pegawaiipenghasilan Perangkat Dosa Lainny{ 88,000,000 ==
221.3.1 |Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya 43,600,000| 43,600,000}
22132 | TPAPD Perangkat Desa Lainnya 44,400,000 | 59,000,000 | )
2.2.1.3.3 |Hasil sewa Bengkok Penjaga Balai/Kantor Desa - 1,200,000{
2214 |Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD :.m:gg %
22.1.4.1 Sidang BPD 800, 2
22142 rufﬂ?"p En 2,800,000 | 3,660,000
221.4.3 |Bantuan Paripuna BPD masa jabatan 2007-2012 -| 4,200,000




Paqa 1angga'|

1 2 3 4 5
222 Belanja Hibah ) . .
2.2.3 Belanja Bantuan Sosial 2,800,000 3,900,000
2231 |Kegiatan PHBN/PHBI 1,800,000 800,000
12.2.3.2  |Kegiatan Bersih Desa o (-
2.2.3.3 |Perlombaan Desa 1,000,000 1,600,000
2.2.34  |Pembinaan Perangkat Desa - 500,000 )
2.2.3.5 |Pembinaan Linmas i < = .
2.2.3.6 |Bantuan Operasional TK/RA 2 lembaga 1,000,000
2.2.4 Belanja Bantuan Keuangan - 8,990,000 | 53,900,000
2.2.4.1 |Operasional Pemerintahan Desa - 3.450,000 3,450,000
2242 |Operasional LPM 2)500,000 | 2,500,000
224.3 |Operasional PKK - 3,000,000 3,000,000 | 3
2244 |Operasional Karang taruna 1,000,000 1,000,000 |
2245 |Operasional PJOK/PJAK 1,140,000 450,000
2246 |Operasional Posyandu 500,000. UD 500,000 N
2247 |Operasional RTIRW 350,000.00 | 3,600,000
2.24.8 |Operasional Linmas 500,000.00 500000
2249  |Operasional BFD -| 2,500,000
2.2.4.10 |Operasional pemilihan I{apala Desa -| 36,500,000 |
B Y | 53,900,000 |
225 Belanja tak terduga 600,000 | 1,600,000
{2251  |Keadaan Darurat 600,000 | 1,600,000
2252 |Bencana Alam . B - -
JUMLAH BIAYA (2.1+2.2) 260,370,000 | 270,870,000
3 Penerimaan Pemhlayaan - 270,870,000
3.1.1 Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SILPA) .
Tahun sebelumnya : - | 2100000 ]
312 Hasﬂ penjualan kekayaan desa yang drplsahkan B — &
313 Penerimaan Pirjaman - =
3.2 Pengeluaran Pembiayaan - 272,970,000
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan _ O L
3.2.2 Penyertaan Modal Desa i ) -
3.2.3 Pembayaran Hutang - 2,100,000
JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2) . 2,100,000
Ditetapkan di ' Kedunglerep

- 15 Pebruari 2013




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESA KEDUNGLEREP
#" (ECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGLEREP KECAMATAN MODO
NOMOR : 188/ ©%/413.314.4.1/2013
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGLEREP
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGLEREP
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGLEREP ;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamengan Nomar 33 Tahun
2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oesa, maka dipandang perlu
menetapkan Persefujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kedunglerep
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglerep Tahun
Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tertang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahen Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438},

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tertang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 45693);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang
‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);



Memperhatikan

Menetapkan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nemor 1/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamaongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

11, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 11/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor  Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor /),

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomar 18 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E),

14, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor 16),

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tshun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor 58);

17. Peraturan Desa Kedunglerep Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa |

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedunglerep membahas
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kedunglerep Tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGLEREP
TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1
Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Kedunglerep Tahun Anggaran 2013.

sz [

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dan
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan



sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

: Di Kedunglérep
: 15 Pebruari 2013




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGLEREP KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DESA KEDUNGLEREP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANIJA DESA KEDUNGLEREP KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 03 /01/413.314.4.1/2013

Pada hari ini Jum’at, tanggal Lima Belas, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga
Belas, bertemput di  Balai Desa Kedunglerep Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan
Kepala Desa Kedunglerep perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Kedunglerep Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa
Kedunglerep. mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan
saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kedunglerep menyatakan

menyetujui rancangan Peraturan Dess tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
KedunglerepTahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Kedunglerep Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman
pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kedunglerep
Nama
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